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ABSTRACT

Along with the arrival of foreign colors from various countries to the city of Surabaya,
causing smuggling. In population documents about Certificate of Residence (SKTT) of Foreigners
is very necessary now to know that it is legal or illegal if you want to live in Surabaya. So the
purpose of this research is to find out the supervision of the implementation of SKTT Foreigners
who come and will settle in the city of Surabaya, so that there is no smuggling or illegal activities.
Descriptive qualitative approach with the intention of providing a comprehensive picture with
data collection techniques of observation, interviews, and documentation. Getting new findings,
namely on the role of the Population and Civil Registration Office in Supervising the
Implementation of SKTT Foreigners in Surabaya City from the three sub-focuses in terms of
setting work standards, there are still obstacles in delivering information so that there was
unclear information. However, the measurement of work results and corrective actions are
optimal enough to provide services and preventive efforts so that nothing untoward happens in
the future.

Keywords: SKTT, Disdukcapil, Supervision

ABSTRAK

Seiring dengan kedatangan warna negara asing dari berbagai negara ke kota Surabaya
belakangan ini menyebabkan terjadinya penambahan penduduk yang hampir setiap tahunya.
Pada dokumen kependudukan tentang Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) yang dimiliki
Orang Asing sangat diperlukan sekarang untuk peningkatan pengawasan dalam hal
administrasi kependudukan dan guna pemenuhan tertib admin rasi kependudukan
bagi orang asing kalau ingin tinggal di Surabaya. Maka tujuannya penelitian ini untuk
mengetahui pengawasan penyelenggaraan SKTT Orang Asing yang datang dan akan menetap
di Kota Surabaya, agar mencegah terjadinya ketidaktertiban administrasi kependudukan.
Pendekatan deskriptif kualitatif dengan maksud memberi gambaran yang komprehensif
dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Mendapatkan
temuan baru yakni pada peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pengawasan
Penyelenggaraan SKTT Orang Asing di Kota Surabaya dari ketiga sub fokus dalam hal
penetapan standar kerja masih mendapat kendala dalam penyampaian informasi sehingga
sempat terjadi ketidakjelasan informasi. Namun untuk pengukuran hasil kerja dan tindakan
koreksi sudah cukup optimal untuk memberikan pelayanan dan upaya pencegahan agar tidak
terjadi hal yang tidak diinginkan ke depanya.

Kata kunci: SKTT, Disdukcapil, Pengawasan

590 | Volume 7 Nomor 2 2025


http://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/pai
http://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/pai
http://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/pai
http://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/pai
http://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/pai
http://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/pai
http://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/pai
http://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/pai
http://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/pai
http://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/pai
http://issn.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1554089628&1&&
http://issn.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1551819093&701&&
https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/reslaj/5778
mailto:auliarachmwati@gmail.com

igiow Zducdlion Social Jaw Roiba Jourval

Volume 7 Nomor 2 2025) 590 - 603 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v7i2.5778

PENDAHULUAN

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang merupakan kota
industri, jumlah penduduk di Kota Surabaya setiap tahunnya mengalami peningkatan
yang menyebabkan bertambahnya pusat-pusat keramaian. Pemerintah kota
Surabaya terus mengupayakan pemerataan pembangunan infrastruktur guna
menunjang aktivitas masyarakat, fasilitas yang terus dikembangkan adalah fasilitas
pendidikan, tempat ibadah, dan juga transportasi. Fasilitas transportasi di kota
Surabaya terus dikembangkan dan dievaluasi, agar pergerakan orang, barang, dan
jasa dapat bergerak dengan baik setiap harinya. Kondisi seperti di atas menyebabkan
banyak orang asing yang datang ke kota Surabaya untuk bekerja atau hanya sekedar
datang untuk berlibur. Namun, seiring dengan kedatangan orang asing dari berbagai
negara ke kota Surabaya menyebabkan terjadinya salah data dalam administrasi
kependudukan. Ketidaktertiban administrasi kependudukan yang dimaksud adalah
ketika orang asing yang datang dan tinggal secara sadar tidak membuat SKTT dapat
dikatakan mereka sudah melanggar aturan. Sehingga dapat menimbulkan
ketidaksesuaian Data bagi negara, khususnya kota Surabaya. Keberadaan orang asing
di Indonesia khususnya di Kota Surabaya dalam hal peristiwa kependudukan
merupakan peristiwa yang wajib dilaporkan karena berdampak pada perubahan data
identitas atau surat keterangan kependudukan (Peraturan Daerah, 2011).

Tabel 1. Jumlah Penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)
Sumber: Kantor Imigrasi Kota Surabaya, 2023

No Tahun Jumlah

1 2021 1.207
2 2022 7.374
3 2023 8.157

Perkembangan arus penduduk yang datang dan pergi antar negara di Kota
Surabaya membuat Disdukcapil Kota Surabaya merasa perlu untuk meningkatkan
perannya dalam pelayanan dokumen kependudukan (Adita, 2022). Jenis pelayanan
dokumen kependudukan untuk orang asing yang disediakan oleh Disdukcapil Kota
Surabaya antara lain: Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), Kartu Keluarga
Orang Asing, Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
Dalam penelitian ini, kami akan fokus pada dokumen kependudukan mengenai Surat
Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing (Disdukcapil, 2023). Kewajiban
memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi Orang Asing didasarkan pada
Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan yang selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan,
menyatakan bahwa administrasi kependudukan terbagi atas pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil yang pada angka 15, 17, 10, dan 11 masing-masing memiliki
penjelasan “Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami
seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Pemerintah dalam
melaksanakan program ini harus tepat sasaran dan harus peka terhadap berbagai
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permasalahan dan kebutuhan masyarakat, bersifat terbuka sehingga dapat dengan
mudah di review dan diketahui oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat (Wibawani
etal, 2021).

Pada peristiwa penting adalah saat kejadian yang dialami oleh seseorang
meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,
pengesahan anak, pengangkatan anak. Perubahan nama dan perubahan status
kewarganegaraan. Sedangkan Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata
Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan
Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen
Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus
dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya
meliputi pindah datang, perubahan alamat, dan status tinggal terbatas menjadi
tinggal tetap. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tidak bekerja
sendiri. Dinas ini bekerja sama dengan pihak-pihak di luar organisasi Perangkat
Daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia. Dari hal ini tujuannya agar pemerintah dapat mencegah atau memperbaiki
kesalahan, penyimpangan, dan ketidaksesuaian organisasi lainnya yang tidak sesuai
dengan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian latar
belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis ingin
melakukan penelitian dengan melihat bagaimana Peran Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dalam Pengawasan Pelaksanaan Surat Keterangan Tempat Tinggal
bagi Orang Asing di Kota Surabaya, dengan tujuan penelitian ingin mendeskripsikan
secara mendalam mengenai pengawasan pelaksanaan Surat Keterangan Tempat
Tinggal bagi Orang Asing yang datang dan akan menetap di Kota Surabaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yang bertujuan untuk
menggali pengalaman dan perspektif terkait proses peningkatan publikasi jurnal
ilmiah bereputasi di kalangan akademisi Fakultas [Imu Sosial dan [Imu Politik (FISIP)
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPN JATIM). Penelitian
dilakukan pada bulan Juni hingga Agustus 2023 dengan fokus pada Peran Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pengawasan Pelaksanaan SKTT Orang
Asing di Kota Surabaya. Penggunaan wawancara, observasi dan Dokumentasi
digunakan demi mencari data atau informasi yang di inginkan pada penelitian kali ini.
Fenomena yang terkumpul melalui proses analisis data untuk mengidentifikasi
kredibilitas dan triangulasi dari sebuah data yang telah ditemukan. Proses ini
melibatkan beberapa langkah berulang, termasuk transkripsi dan pengkodean
sebagai bagian dari prosedur pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan (Miles et all.,, 2014) in (Zhang et al., 2018).
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Dalam penelitian ini mengacu pada teori yang di sampaikan oleh Siagian
(2007) yakni, “Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan
kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya”. Dengan di dukung Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai dasar
dilaksanakan proses yang di lakukan Disdukcapil ke depanya. Setelah itu untuk
mengukur peran dari Disdukcapil peneliti melihat yang di sampaikan oleh Merton
(1957) dalam Zalisfa (2020) yaitu, “Peran didefinisikan sebagai seperangkat harapan
perilaku yang melekat pada posisi dalam serangkaian hubungan sosial yang
terorganisir”. Dari semua teori yang sudah disebutkan peneliti berupaya bisa
mendapatkan hasil yang baik dalam penelitian kali ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Discapil Kota Surabaya, atau yang lebih dikenal dengan Disdukcapil Kota
Surabaya, adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab
atas berbagai layanan administrasi kependudukan di Kota Surabaya. Beberapa
layanan yang mereka tawarkan antara lain: Perekaman dan Pencetakan KTP-el:
Proses perekaman data dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).
Pembuatan Kartu Keluarga (KK): Proses pembuatan dokumen Kartu Keluarga bagi
penduduk. Perubahan Elemen Data: Layanan untuk mengubah data kependudukan
seperti nama, alamat, dan status perkawinan. Pengaduan dan Informasi:
Menyediakan wadah pengaduan dan informasi terkait layanan kependudukan.
Disdukcapil juga memiliki beberapa inovasi seperti Klampid New Generation, sebuah
situs aplikasi online untuk layanan pencatatan sipil, dan KatePay, sebuah sistem
pembayaran non tunai dengan menggunakan Kartu Identitas Anak. Dalam Peraturan
Walikota Surabaya No. 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Surabaya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dipimpin
oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dari informasi yang diperoleh dalam kegiatan penelitian berupa temuan-
temuan di lapangan berdasarkan pengamatan penulis terhadap kejadian atau
peristiwa yang berkaitan dengan fokus penelitian. Untuk dapat melengkapi hasil
pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode,
yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan kunci dan
informan pendukung dalam teknik pengumpulan data. Dalam tahap pengumpulan
data, dapat berjalan sesuai dengan metode tersebut. Berdasarkan kajian terhadap
fokus penelitian yang ada, berikut ini penulis akan menyajikan dan menguraikan
serta mendeskripsikan hasil temuan selama penelitian di lapangan secara
terorganisir dan terperinci sesuai dengan fokus dan tujuan kajian utama dalam
penelitian ini. Deskripsi hasil temuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah
yaitu mengetahui bagaimana Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam
Pengawasan Penyelenggaraan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi Orang
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Asing di Kota Surabaya dengan fokus penelitian berdasarkan Pengawasan dari
Siagian (2007) in Zailani & Edi Subarkah (2022) memiliki 3 indikator, yaitu
Penetapan Standar Kerja, Pengukuran Hasil Kerja dan Tindakan Koreksi.

Penetapan Standar Kerja

Standar berarti satuan ukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk
menilai hasil. Sehingga dapat diartikan bahwa penetapan standar pelaksanaan
digunakan untuk menentukan satuan ukuran yang akan digunakan sebagai patokan
untuk menilai hasil suatu pekerjaan. Standar harus ditetapkan secara akurat dan
diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Standar yang tidak dapat dihitung
juga memegang peranan penting dalam proses pengawasan. Penetapan standar akan
memberikan nilai atau petunjuk yang menjadi ukuran atau model sehingga dapat
dibandingkan dengan hasil yang sesungguhnya. Berdasarkan hasil temuan di
lapangan, peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam
menerapkan SOP terbaru yang telah ditetapkan, terdapat beberapa perbedaan,
diantaranya dari segi prosedur pelaksanaan yang lebih jelas dan dapat dengan mudah
dimengerti bagi orang asing ketika ingin membuat SKTT baru. Dalam hal ini,
penetapan standar kerja peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Surabaya dalam melakukan pengawasan terhadap penetapan SOP pembuatan SKTT
bagi orang asing mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Nomor: 188.4/2037/436.7.11/2022 tentang Standar Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau yang lebih spesifiknya pada Lampiran
28 (dua puluh delapan) tertanggal 8 Februari 2022 yaitu Standar Pelayanan
Pencatatan Biodata Warga Negara Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap. Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya juga telah melakukan upaya-
upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Warga Negara Asing yang ingin
membuat SKTT, yang dapat dilihat di beberapa tempat seperti Aplikasi Klampid New
Generation atau di website langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Surabaya, ataupun di website Cariyanlik milik Kementerian Pemberdayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun semua itu masih mengalami beberapa
kendala, seperti masih adanya masyarakat atau warga negara asing yang tidak
membuat SKTT, karena menganggap hal tersebut tidak penting meskipun sudah
diberikan instruksi untuk segera membuat SKTT namun mereka mengabaikannya.

Sehingga dalam pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Surat Keterangan
Tempat Tinggal (SKTT) memerlukan penyesuaian mengenai SOP terbaru ini. Dalam
penetapan SOP ini, pembuat atau orang asing sebelum ingin membuat yang baru atau
memperpanjang, ia harus melakukan pengecekan biometrik terlebih dahulu. Dalam
hal ini Dinas Kependudukan juga bekerja sama dengan pihak kecamatan untuk
nantinya datang langsung ke rumah pemohon untuk meng-input data ke dalam sistem
Dinas Kependudukan sehingga pemohon atau orang asing tersebut tidak perlu ke
Dinas Kependudukan lagi. Dalam pelaksanaan pengawasan SOP dari Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sudah berusaha memberikan
pelayanan yang terbaik kepada orang asing yang ingin membuat SKTT, yang dapat
dilihat di beberapa tempat seperti Aplikasi Klampid New Generation atau di website
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langsung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, maupun di website
Cariyanlik yang dimiliki oleh Kemenpan RB. Namun semua itu masih mengalami
beberapa kendala seperti masih adanya masyarakat atau orang asing yang tidak
membuat SKTT, karena dianggap tidak penting walaupun sudah diberikan arahan
untuk segera membuat SKTT tetapi mereka mengabaikannya. Dari pihak kelurahan
setempat yang seharusnya lebih memperhatikan apakah ada masyarakat atau orang
asing yang tidak memiliki SKTT, hal itu dapat diketahui dengan kerja sama yang baik
dari pihak RT dan RW di tempat tersebut untuk melaporkan jika orang asing tersebut
tidak memiliki SKTT.

Gambar 1. Standar Operasional Prosedur Terbaru di Situs Web
Cariyanlik
Sumber: Tangkapan layar oleh penulis, Oct 2024

g&g panb

Qcari

Beranda  Sektor Strategis ~  Profil Instansi ~

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemerintah Kota Surabaya
(© J1. Tunjungan No. 1-3

@ dispendukcapil.surabaya.go.id
Q, 0315318856

Surat Keterangan Tempat Tinggal Orang Asing

1. Perpindahan Penduduk (F1-03)*
2. Paspor/dokumen perjalanan
3. Izin tinggal terbatas
4. RPTKA untuk yang bekerja atau Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasai Manusia untuk
INVESTMENT
5. Surat Permohonan dari perusahaan penjamin/dari suami atau istri/WNI bagi Orang Asing yang kawin sah dengan WNI
dibuktikan dengan akta perkawinan
6. Surat Pernyataan tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan dari pemilik rumah apabila
penduduk numpang KK/menyewa rumah/kost
7. Berita acara verifikasi tempat tinggal yang di tanda tangan oleh petugas kelurahan dan mengetahui RT, serta lampiran
foto pemohon di depan rumah
8. SKTT lama bagi yang perpanjangan
9. Foto orang asing dengan memegang paspor menggunakan geotag foto
10. Foto latar belakang Merah (untuk tahun kelahiran ganiil) atau latar belakang Biru (Untuk tahun kelahiran genap)
11.
12. (*) Formulir pendaftaran dapat disesuaikan formatnya pada aplikasi untuk memudahkan pengajuan

Dengan adanya sistem ini, baik secara online, tentunya dapat membantu
masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya untuk anak muda atau yang mengerti
teknologi, tetapi juga dapat menjangkau orang tua. Tentu saja ada beberapa kendala,
seperti masih adanya masyarakat atau orang asing yang tidak membuat SKTT, karena
dianggap tidak penting walaupun sudah diberikan arahan untuk segera membuat
SKTT namun mereka mengabaikannya. Namun hal ini dapat diatasi oleh pihak
Disdukcapil dengan menjalin komunikasi dengan pihak kecamatan yang bekerja
sama dengan RT dan RW setempat untuk mendata atau melaporkan jika orang asing
tersebut tidak memiliki SKTT. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Avianto (2022) tentang Analisis Pengelolaan Data Dalam Database Kependudukan
Terkait Surat Keterangan Tempat Tinggal Orang Asing di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Salatiga, mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan
bahwa dengan adanya SOP yang baik akan membuat sistem pelayanan dapat berjalan
dengan optimal.
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Pengukuran Hasil Kerja

Dalam melakukan pengukuran hasil kerja, perlu ditekankan terlebih dahulu
bahwa pengawasan ditujukan kepada seluruh kegiatan yang sedang berlangsung,
tidak mudah untuk melakukan pengukuran akhir dan menyeluruh terhadap hasil
kerja anggota organisasi. Setelah tahap pengukuran dan sistem pengawasan
ditentukan, maka pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai suatu proses yang
berulang dan berkesinambungan. Ada beberapa cara untuk mengukur hasil kerja
dalam pelayanan pembuatan SKTT, yaitu melalui pengamatan, laporan lisan dan
tertulis, inspeksi atau dengan mengambil sampel. Pengukuran hasil kerja menurut
Siagian (2007) dalam Zailani & Edi Subarkah (2022) dapat diartikan sebagai tindakan
pengukuran yang dilakukan pada berbagai aktivitas dalam rantai nilai di perusahaan.
Setelah frekuensi pengukuran dan sistem pemantauan ditentukan, maka pengukuran
pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang dan berkesinambungan. Ada
beberapa cara untuk mengukur pekerjaan, yaitu melalui observasi, laporan lisan dan
tertulis, inspeksi atau dengan pengambilan sampel. Dari pendapat tersebut,
pengukuran kinerja merupakan alat manajemen yang digunakan untuk
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban, serta
untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran hasil kerja sangat penting
karena menghasilkan data yang apabila data tersebut dianalisis dengan benar akan
memberikan informasi yang akurat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan
untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Maka pada indikator kedua, Peran Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pengawasan Pelaksanaan Surat
Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing di Kota Surabaya dalam mengukur
hasil kerja sudah berperan secara maksimal. Disdukcapil tentunya mengukur
bagaimana pengawasan yang dibantu oleh pihak eksternal seperti Satpol PP untuk
melaksanakannya. Selain itu, cara pengukurannya adalah dimana Disdukcapil melihat
langsung dampak dari SOP yang baru apakah lebih baik dari SOP yang lama. Satpol PP
sebagai pihak eksternal yang terlibat dalam pengawasan ini juga berperan sangat
penting karena dengan bantuan mereka, pengawasan SKTT ini dapat berjalan dengan
lancar dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini, pihak Disdukcapil Kota Surabaya telah melakukan beberapa
antisipasi apabila pemohon atau orang asing mengalami kesulitan ketika ingin
membuat SKTT secara online. Kemudian tidak hanya itu, peran Disdukcapil juga telah
berusaha untuk terus mengatur atau menjaga komunikasi antar instansi agar tidak
terjadi miskomunikasi antar instansi terkait. Tentunya, instansi terkait seperti
kecamatan dan Satpol PP juga berperan penting untuk mendapatkan hasil yang
maksimal dalam program SKTT ini. Dengan adanya sinergi yang baik antara
Disdukcapil dan instansi terkait, terbukti pelayanan pengawasan SKTT berjalan
dengan maksimal. Dalam hal ini, Disdukcapil juga melakukan kegiatan sosialisasi
untuk mendukung kegiatan pengawasan agar dapat berjalan dengan maksimal
Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Surabaya kepada
orang asing dapat dilakukan secara maksimal dari penerapan SOP baru yang sudah
berjalan, kemudian dalam pengawasan yang dilakukan seperti sosialisasi mengenai
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sistem yang baru, hak ini tentunya dapat membantu orang asing dengan adanya
perubahan SOP sehingga dapat cepat beradaptasi dan dapat segera mendapatkan
SKTT. Dalam pengukuran pengawasan ini juga didampingi tidak hanya oleh
Disdukcapil saja tetapi juga oleh pihak lain seperti Satpol PP, pihak kecamatan dan
tentunya pihak Imigrasi ikut terlibat dalam pengawasan. Dari adanya sistem ini
tentunya ke depannya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal.

Gambar 2. Pengawasan Orang Asing oleh Satpol PP
Sumber: Dokumentasi Disdukcapil, Aug 2024

Pengawasan ini memiliki beberapa aspek seperti bagaimana Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil menyampaikan informasi terbaru terkait SOP baru
yang sudah berjalan, kemudian dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
SOP baru yang sedang berjalan, apakah dapat memberikan dampak yang baik bagi
masyarakat khususnya untuk pengurusan SKTT. Selain itu, dalam mengukur tingkat
keberhasilan penerapan SOP baru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melihat
dari respons kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang saat ini diberikan. Hal
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Loka (2021) tentang Efektivitas
Pelaksanaan Kewajiban Administrasi Kependudukan Orang Asing dalam Pendaftaran
Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Studi pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelaksanaan kewajiban orang asing dalam pendaftaran administrasi kependudukan
surat keterangan tempat tinggal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan dengan efektif. Hal ini diperkuat dengan
pengawasan yang efektif karena berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan
bahwa Orang Asing yang telah melaksanakan kewajiban pendaftaran Surat
Keterangan Tempat Tinggal dengan persentase lebih dari 50 persen (%) dari seluruh
pemegang izin tinggal terbatas pada periode yang sama yang dihitung setiap
tahunnya.
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Tindakan Koreksi

Tindakan Perbaikan merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi
ketidaksesuaian, pada umumnya dilakukan untuk mengatasi ketidaksesuaian
tersebut saat itu juga, dan hanya bersifat sementara, bukan untuk menghilangkan
penyebab ketidaksesuaian tersebut. Untuk menentukan dapat atau tidaknya
Tindakan Perbaikan dilakukan, maka perlu dicari akar penyebab ketidaksesuaian
terlebih dahulu dengan segera menentukan Tindakan Perbaikan ketika
ketidaksesuaian tersebut ditemukan. Pentingnya Tindakan Perbaikan adalah ketika
dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan penyimpangan atau kesalahan yang harus
segera diperbaiki. Melalui tindakan perbaikan terhadap suatu penyimpangan
diharapkan hasil pekerjaan akan sesuai dengan rencana. Berdasarkan temuan di
lapangan, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Disdukcapil untuk merespons
apabila terdapat ketidaksesuaian dengan SOP dalam kegiatan pengawasan SKTT.
Dalam hal tersebut juga didukung oleh Siagian (2007) dalam Zailani & Edi Subarkah
(2022) dimana tindakan korektif merupakan tindakan yang dilakukan untuk
mengatasi ketidaksesuaian, umumnya dilakukan untuk mengatasi ketidaksesuaian
saat itu juga, dan hanya bersifat sementara, bukan untuk menghilangkan penyebab
ketidaksesuaian. Untuk menentukan dapat atau tidaknya Tindakan Koreksi
dilakukan, maka perlu dicari akar penyebab ketidaksesuaian terlebih dahulu dengan
segera menentukan Tindakan Koreksi saat ketidaksesuaian ditemukan. Dalam hal ini,
fungsi pengawasan adalah mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat
kegiatan, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan agar tujuan dapat
tercapai. Fungsi ini diperlukan untuk memastikan bahwa apa yang telah
direncanakan dan diorganisasikan dapat berjalan dengan baik.

Misalnya saja, diadakan evaluasi dengan pengarahan langsung dari kepala
bidang setelah itu diteruskan kepada kepala seksi bagian evaluasi untuk
mendapatkan solusi terkait permasalahan yang terjadi. Maka mengenai peran Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pengawasan Pelaksanaan Surat
Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing di Kota Surabaya, corrective action
sudah berperan maksimal. Terlihat ada beberapa hal yang sudah dilakukan
Disdukcapil untuk merespons apabila terjadi ketidaksesuaian dengan SOP dalam
kegiatan pengawasan SKTT. Seperti melakukan evaluasi dengan pengarahan
langsung dari kepala seksi setelah itu diteruskan kepada kepala seksi evaluasi untuk
mendapatkan solusi terkait permasalahan yang terjadi. Selain evaluasi, Disdukcapil
juga melakukan sosialisasi kepada 45 perusahaan dengan tujuan agar dapat
mengantisipasi apabila terjadi penyimpangan terkait pengawasan orang asing
dengan perusahaan tempatnya bekerja. Sementara itu, bagi instansi terkait seperti
kecamatan yang lebih dekat dengan masyarakat atau orang asing yang ingin membuat
SKTT akan tetap melakukan evaluasi terhadap permasalahan yang terjadi. Sehingga
pengawasan terhadap pelaksanaan SKTT ini tidak menyimpang dari ketentuan atau
SOP yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan adanya evaluasi yang baik antar instansi tentunya memberikan
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam penyelenggaraan SKTT ini. Pada
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indikator tindakan perbaikan dalam pengawasan penyelenggaraan SKTT bagi orang
asing tentunya dalam pelayanan pemerintahan khususnya pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tidak hanya diartikan sebagai pemberian
pelayanan semata, akan tetapi perlu adanya suatu bentuk evaluasi dari penerima
pelayanan (masyarakat) berupa reaksi dan masukan secara online maupun offline
dengan cara datang dan memasukkan saran-sarannya secara langsung pada kotak
saran, sehingga dapat memperbaiki berbagai kekurangan yang muncul dalam suatu
permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat penyelenggaraan
kegiatan pelayanan administrasi dan proses pelayanan harus diperhatikan. Hal ini
dilakukan untuk menghindari upaya-upaya yang tidak menyelesaikan permasalahan
yang ada tetapi berpotensi menimbulkan permasalahan baru.

Maka dengan adanya evaluasi ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dapat mengetahui apabila terdapat kekurangan dalam pelayanan kepada masyarakat
yang nantinya dapat membuat pelaksanaan SKTT ini berjalan dengan cepat dan
mudah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Johan (2018) tentang
Kajian Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan bagi Orang Asing oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Banten. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa setiap penduduk (termasuk
warga negara asing) berhak memperoleh Dokumen Kependudukan. Semua warga
negara wajib melaporkan setiap Peristiwa Kependudukan kepada Instansi Pelaksana
dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan pada saat Pendaftaran
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Pemerintah Daerah dapat menetapkan
kebijakan tersendiri mengenai optimalisasi keberadaan warga negara asing di
wilayahnya. Sehingga Pengawasan sangat diperlukan dalam peristiwa tersebut, tidak
hanya itu ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan evaluasi sangat diperlukan
dan telah berjalan optimal sehingga sangat sedikit sekali penyelewengan
administrasi.

MEDIA INFORMASI & PENGADUAN ®

) WEBSITE https://disdukcapil.surabaya.go.id/

CALL CENTER
031 - 99254200 @

(Senin-Jum'at 07.30-17.00 dan Sabtu 08.00-17.00)

W TWITTER
@dispendukcapils @DukcapilSub
INSTAGRAM
@takondukcapilsub @dispendukcapil.sby

2 E-MAIL dis_dukcapil@surabaya.go.id

@) WEBSITE PENGADUAN
https://dukcapilsapawarga-dispendukcapil.surabaya.go.id/

0 Datang Langsung ke Kantor Disdukcapil Surabaya

Gambar 3. Media Informasi dan Pengaduan DISDUKCAPIL
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Sumber: Screenshot oleh penulis, Nov 2024

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan menunjukkan bahwa peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dalam pengawasan pelaksanaan pengurusan Surat Keterangan Domisili (SKTT)
bagi orang asing di Kota Surabaya dari ketiga sub fokus dalam hal penetapan standar
kerja, pengukuran hasil kerja dan tindakan korektif sudah cukup optimal dalam
memberikan pelayanan dan upaya preventif agar tidak terjadi ketidakpatuhan
terhadap SOP yang telah ditetapkan. Adapun beberapa rekomendasi, Pertama untuk
ke depannya yaitu lebih fokus dalam hal pengawasan terhadap orang asing baik yang
terkait dengan pelayanan maupun di sistem internal agar ke depannya tidak terjadi
permasalahan. Kedua dimaksimalkan lagi dalam penyebarluasan informasi terkait
Aplikasi Klampid New Generation dikarenakan banyak penduduk maupun orang
asing yang belum mengetahui aplikasi tersebut.
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